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KRITERIA PENETAPAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI

SERTA PENETAPAN UNIT USAHA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI'

Hariadi Kartodihardjo

KONDISI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

01,

n2.

Terdapat kerancuan dalam penetapan kriteria hutan tidak produktif, sebagai
dasar alokasi hutan produksi untuk ijin pengelolaan hutan alam dan hutan
tanaman. Disamping terdapat lebih dari satu Kriteria. juga terdapat ketidak-

jJelasan Kriteria mana yang harus diacu oleh SK tertentu. Schingga diperlukan

kriteria alokasi kawasan hutan produksi yvang memberi rasa aman jangka
panjang bagi pengembangan usaha kehutanan.

Dalam PP No 6 3007. pasal 34 (2). discbuthan bahwa pemantaatan hasil hutan
Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau
fehih o silvikultur, sesuar dengan Karaktenstok sumber dava hutan dan
lingkungannya. Ketentuan ini dapat digunakan dan sangat menentukan dalam
penctapan unit usaha komersial (IUPHHK-HA. IUPHHK-HT. #HIR. Hkm) di
dalam kawasan hutan produksi. serta ijin dari pengelolaan
Hutan Adat,

lutan Desa dan

TUJUAN DAN SASARAN

03

04.

.Mendapatkan alokasi kawasan hutan produksi bagi pengembangan usaha

kehutanan sehingga aman dalam jangka panmjang melalui kebijakan yang

relevan.

Kebijakan tersebut disusun melalui sejumiah sasarvan sbb:

a. Mendapatkan kejelasan mengenai Kriteria pengalokasian kawasan hutan
untuk pembangunan hutan tanaman dan hutan alam:

b. Mempelajari taktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan
bebas konflik baik dari pendekatan hukum. administrasi. maupun sosial:

¢. Menemu-kenali mekanisme  hubungan  pusat-dacrah  dalam  penyediaan
kawasan hutan bagi keamanan investasi usaha kehutanan:

d. Merekomendasikan perbaikan dan/atau pembaruan kebijakan.

-~ Makalah pada Diskusi Kebijakan Alokasi Hutan Produksi. 19 Deseniber 2007 di Jakarta

Karya ilmiyah o

ttelah didoknmentasik:

di Departemen hianajemen Hutan
Fakultas Kehdtanan IPRB,

Ketua Pepartemen MNH

- Didik Suharjito, M$.
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KERANGKA KERJA
03. Untuk mencapai keempat sasaran di atas. kerangka kerja dapat dipisah antara
pendekatan analitik (analitveal dimension) dan pendekatan proses/perilaku
(behavioral dimension) sebagai berikut :
Kerangka Kerja |
No. Sasaran Analitik \ Proses/Perilaku |
1. | Mendapatkan kejelasan mengenai kriteria | I 1. Mendapatkan angka 1.2, Implementasi i
| pengalokasian kawasan hutan produkli - itas huatan: kajian lapangan terhadap ‘
pembangunan hutan tanaman ’ teknis dan hukum: kebijakan yang telah |
, | penyescuaiannya terhadap | ada: masalah-masalah |
\uﬂ i i S - ragam karakteristik hutan pokok yang dijumpai
Z Mempelajari faktor-faktor penghambat 21 Belaah hukum. sosial | 2. Menuidentifikasi ‘
dalam penyediaan kawasan hutan bebas dan politik alokasi aliran man faat dan pulak
' | kontlik baik dar pendekatan hukum, . kawasan hutan produksi: vang dirugikan aras I
! administrasi. maupun sosial ! sejumlah kasus dapat | terjadinya hambataie
digunakan sebazai bahan dalam peny ediaan
telaah . kawasan hutan bebas
kontlik
1, Menemu-kenali mekanisme hubungan i1 lelaah kew enancan 3.2 Menidentikasi |
‘ pusat-daerah dalam penyediaan kawasan | pusat-dacrah dalam | kapasitas lembaga- i
| [ hutan bagi kemanan investasi usaha penyediaan kawasan lembaga yang terkait
! ! kehutanan | hutan: masalah-maslah dalam melaksanakan
’ pokok yang dihadapi kew enangannya
| 4. | Merekomendasikan perbaikan dan/ataun 1.1, Menentukan wilayah L2 Konsultasi dan
‘ | pembaharuan kebijakan prioritas berdasarkan hasil | sosialisasi kebijakan dan |
pemetaan haik dari evaliasinva I
1 1 analilik ' |
| CONAUPUIT PROSES. | : |
] | meny usun teks kebijakan
PROSES DAN LUARAN
. 04.Mengacu pada kerangka kerja tersebut telah dilakukan kegiatan: 1) Analisis
peraturan perundangan. 2) seri diskusi terfokus di internal tim Dephut serta
mengundang nara sumber (antara lain: akademisi. APHIL. WWIE. Burung
Indonesia). 3) wawancara dengan pakar. 4) studi kasus dan diskusi publik di
lima propinsi Kalbar, ' Kalteng, Kaltim, Sumut dan Riau (dilakukan olch
3. konsultan). serta 5) diskusi Klarifikasi dengan Kkonsultan, Rinciannya scbagai
berikut: '
. Waktu '
No. Kegiatan Hasil
( O (2007) 8 :
’ I i Analisis peraturan perundangan (UL /PP, | Kajian peraturan perundangan terkait
Juh SKk/PerMenteri. dll) dengan pengalokasian kawasan hutan
| produksi i
2. ' menyamakan persepsi tentang interpretasi |
31 Juli Diskusi pertama peraturan perundangan

| 4 ]
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No.

[ 6

Waktu
(2007)

I-13 Agustus

14 Agustus
| Al
| 31 Agustus

1 September

|
6 September

10 September

12 Septemben
1 Oktober

16 November
| 23 November
| 24 November

28 November

Kegiatan
Woaseancara deroan pakar biometrik;
I itbang Dephut dan akademisi silvikultur
Diskusi kedua
Presentasi kegiatan penyusunan Site Plan
3 Provinsi oleh konsultan

Diskusi ketiea

Presentasi hasil konsultan di Prop Riau

. dan Kalbar

Presentasi hasil konsultan di Prop Kalteng
dan Kaltim

Presentsisi o Konsultan i Prop Sumut
Diskusi keempat

Diskusi kelima

Diskust keeaam

Diskusi dengan konsultan S propinsi

Presentasi konsultan S propinsi
mengeunakan rimusan kriteria

Studi kasus dan konsultasi publik i lima
propinsi (konsultan)

ANALISIS PERATURAN-PERUNDANGAN

05.

Hasil

| o Klaitikasi anuka produkusitas hutan

tidak produknf

e Penalsian SKO1001 adalah <10 em

| Klarifikasi pendekatan kriteria tidak

produktif antara M 3 vs Wilayah:
harmonisast dengan HOV'F

Kasus site plan

Menyampaikan hasil dua diskusi
sebelumnya

kasus Prop Riau dan kalba

Kasus Prop Kalteng dan Kaltim

Kasus Prop Sumut

Penyampaian hasil sementara kriteria

I Penyempaian hasil sementara kriteria

Dralt rumusan hriteria
Penyvampaian hasila 23 November
ke lima konsultan

Lji coba rumusan kriteria

Fakta lapang: identifikasi persoalan
struktural dan fungsional. serta

o mekanisme hubungan pusal -daerah dalam
. penvediaan kawasan hutan bagi kemanan

investasi usaha kehutanan

Kronologi peraturan perundangan yang digunakan dalam menetapkan alokasi

hutan alam dan hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi adalah sebagai

berikut:

‘TANGGAL

16 Marel
1990

26 April
1684

14 Sep 1999

‘ 6 Nop 2000

| Uu/PP
PP No. 711490

| UU No 41/1999

i
|

SURAT KpPTS/ I i
PERMEN

No. 20071994

| Ps 5 HT ditetapkan dalam HP yg tidak produklif

1 [Ps 2} HP alam Lidak produkiid
| - Pohon inti @ mir 20 cm < 25 bi/Ha

I - Pghon induk < 10 biHa
! - Permudaan afam
‘ - Semai < 1000 bi/Ha
| . Pancang < 240 bt/Ha
- Tiang < 75 biltIn

Penjelasan Pasal 28: Ussha pemanfaalan hulan

| lanaman diutamakan diaksanakan pada hulan yang

[ , atam
‘ No. 10.112000

| | tidak produklif datam rangka memperfahankan hutan

Ps 3: Pcdoman Pembcrian ljin HTI

e



TANGGAL | UU/PP
|

| 8Juni 2002 | PP No. 34/2002

5 Sept 2002

5Feb 2003

18 Okt 2004

| 21 Mei 2003 |

24 Marel
2004

25 Jul 2005
26 Des 2005

A Juni 2007

28 Wei 2007
7 Juni 2007

25 Juni
2007

06. Berdasarkan  1si

PP No. 612007

PP No /2007
(Ps £8)
PP Ng 612007
(Ps68)
PP No 612007
{Ps 40)

| SURAT KPTS/
j PERMEN

No. 817112002

No. 3212003
Mencabut SK
Menhui No
10.1/2000.

P.18/2004

No. 16212003
No. 1012004
Mencabut SK M
No 16212003
Mengacu SK M
No 20011994

No. 2312005

No. 4412005
P.3012005

No 192007
No 20/2007

No 2312007

peraturan-perundangan  di

mengikuti dua pokok pengertian:
a. Tidak produktif karena potensi tegakan tinggal tidak memungkinkan untuk dapat

d “\C!Uii-l

berdasarkan

sistem

silvikultur

IS

HT dpl drlakukan di non hutan (semak belukar.
padang alang?, tanah kosong) atau LOA dng pohon
@ 10 cm semua jems < 5 m3/Ha .

Ps 30: HT dilaksanakan pada lahan kosong, padang
alangZ atau semak belukar

Krileria potensi HA yg dpt diberi fjin {N/Ha)

Psl 4 (2): HX difakukan pada semak belukar, padang
alangZ lanah kosong sbgmana ditetapkan dalam
Kepulusan Menterr

Psl 3 (2}: kriteria restorasi SK No 20011994 dan SK
817112002 Hulan tidak produklif dan produklif yg
tidak layak untuk IUPHHK-HA

Percepatan pembangunan hutan fanaman dengan
melakukan deliniasi makro dan mikro dengan
memperbolehkan penebangan hutan afam sd tahun
2009, menetapkan 10 katena hutan alany yang harus
diperlahankan dalam IUPHHK-HT pemasak mdusin
pulp dan kertas yang dipetluas menjacth industr praner
hasil hutan kayu scrta pembuatan rencana '
percepatan gleh [IUPHHK-HT

Datam setiap unil pangelolaan dapat dilerapkan lebih
dari satu sistem silvikultur |
Ps 38: HT dilaksanakan pada HP yg tidak produktif
HP tidak produktif harus berupa tanah kosong,
alang? dan/atau sernak belukar Ps 36 restorasi
Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI datam hutan
tartaman dapat dilakukan dengan satu atau lehib
sistem sitvikuttur.

ljin dan Perluasan IUPHHK-HT areal tdk produktif,
areal yg tdk dibebani hak

Areal yg dimahon IUPHHK-HA areal eks HPH areal
yg ldk dibebani hak

Areal yg dimohon WPHHK-HTR areal tdk produktif
areal yg tok dibgbanr hiak

atas. alokasi  hutan  produksi

IPTI. SK Menhut No 200/1994

menetapkan pohon inti. pohon induk. pancang. tiang dan semai kurang dari
Jjumlah tertentu sebagai batasan hutan produksi yvang tidak produktifs Pengertian
tidak produknf seperti ini juga ada dalam SK Menhut 10.1/2000. dimana hutan
tidak produktif’ karena berupa semak belukar. padang alang-alang dan tanah
kosong serta arcal bekas tebangan yang mempunyai kayu bulat berdiameler 10 ¢m
semua jenis kurang dari 8 m3 (diinterpretasikan sebagai jumlah pancang Kurang

dari 300 batang/ha):
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b.

Tidak dapat dikelola dengan sistem silvikultur TPTI karena secara ckonomi tidak
layak. SK Menhut No. 8171/2002 menetapkan kriteria hutan alam (N/Ha dari
kayu komersial) yang dapat diberi IUPHHK-HA.

07. Berdasarkan Kriteria alokasi di atas dan hasil diskusi dapat dicatat hal-hal

ber
a.

d.

ikut:

Belum terdapat acuan vang mengatur hutan vang tidak memenuhi untk dijadikan
hutan tapaman tetapi potensinya tidak cukup besar schingga juea tidak Tayak
diberi I PHHK 1A

[lamparan luas vang cukup dan memenuhi kriteria di atas seringkali tidak dapat
secara mudah ditemukan di lapangan. Kenvataan seperti i perle ditekankan
pengaturan vang dilakukan dalam lingkup unit pengelolaan. seperti enclave hutan
alam vang terletak di dalam kawasan hutan tanaman dan upaya konservasi tanah
untuk  Kelerengan  tertente (8%-25%: SK Menhut h o 10.1 20000, serta

Menhut No 1017200 .

Dengan adanya TPTI-1 (SILIN) perlu penekanan implementasinya berada dalam
areal bekas tebangan. Demikian pula dalam pelaksanaan restorasi di hutanprodksi
diperlukan kejeclasan kriteria. terutama masih terdapatnya hutan alam sebagai
sumbet plasma hutfah:

Penjelasan  adanva  kebijakan  restrukturisasi  industri menunjukan perlunya
penunjukkan kawasan tertentu di propinsi kabupaten/kota tertentu sebagai sumber
bahan baku industri. Berarti wilayah-wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai
hutan alam. hwtan tanaman. ataw restorasi hutan  produksi melalui kriteria
kebutuhan bahan baku industri.

Penjabaran lebih lanjut adanya peluang untuk menetapkan h dari satu sistem
silvikultur dalam satu unit pengelolaan hutan diperlukan sebagai solusi atas
masalah di atas. Dalam hal ini. karakteristik hutan produksi seperti di Papua
maupun i Nusa Tenggara perlu diperhatikan.

ARAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN/KRITERIA ALOKASI HUTAN PRODUKSI

»r

’ No.

(8. Ber

dasarkan hasil pembahasan di atas. kebijakan alokasi hutan produksi untuk usaha

hutan alam. hutan tanaman dan restorasi adalah sebagai berikut:

d.

Untuk setiap propinsi. Menteri diharapkan dapat menetapkan alokasi/delineasi
makro kawasan hutan produksi untuk usaha hutan alam. hutan tanaman. dan
restorasi. Alokasi makro ini didasarkan pada:

Fungsi hutan

Penutupan lahan

Kelas lereng

lLuas sesuai kebutuhan minimal kelavakan usaha

Akses  Potensi konflik

Kawasan dengan nilai konservasi tinggi/HCVFE

Alokas) Pemanfaatan

Kriteria Hutan Tanaman Keterangan

|
Hutan Alam | Hutan Restoras HTI | HTR



1. | rungsi Ilulan HP, HPT HP, HPT . HP i HP makro
2 Penutupan | ahan Hp, Hs Hp Hs imptims, ' tis, BT Hs,B, makro
| Hr,Hrs,B,Br, T
| 3. | Lereng / Topografi | ABCD _ABCD/ ABC ARG makeo
| 6. Luasan lahan Min 35000 Ha Min 35000 Ha M 1 17000 Ha Min 15 Ha makr
LD ' Akses-Potensi Konflik | Rendah-rendah Tinggi sedang linggl sedang  mikro
7. HCVF Rendah I Rendah tingyi rendah | rendah mikroy
sedang

Makro = kapasitas dephut dapat melaksanakan kontrol
Mikro 2 perlu dibangun panduan/pedoman detil

09.

h. Setiap lokasi unit pengelolaan atau pemegang ijin melaksanakan  penetapan
alokasi‘deliniaxi mikro untuk mengetahui:
o Jenis sistem silvikultur yang diterapkan (TPTL IPTH, Restorasi 1P, TIHPB)
dan lokasinya.
o | .okasi-lokasi kawasan lindung dan 1HCVF yang perlu dikelola secara Khusus.

Sejalan dengan *I? No 6,2007. hentuk alokasi pemantaatan hutan produksi berupa
TCPHEK-TEA L TEPHTIR-ETE, Restorasi FIPCH TR TIKm TUPHEIBEC Disebutkan pula
bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produkxi dapat
dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik
sumberdava hutan dan lingkungannyva. Ketentuan ini dapat digunakan dan sangal
menentukan dalam penetapan unit usaha komersial (IV/PHHK-ITA. [UIPHHK-HI.
Restorasi HIP, THTR. HKm. U PHEIBK) di dalam kawasan hutan produksi. serta ijin
dari pengelolaan utan Desa maupun 1utan Adat. Kombinasi jenis silvikultur yang
dapat diterapkan. lokasi perlindungan hutan. serta bentuk perijinan dapat mengikuti
skema berikut;

O



% \
I \
/ 7L .
.,'/ !
. |
/ "ll{ V B | !
/ {
/ rf‘ |
)
; /\\ s, f /
!':[,-,‘\.““ /""-4;___‘_?___ o 4 f
Vi P ! 5
/10, e f % W 4
/ R e N
T fy
i 2 HCVF {/ /F
T -/l / |. S — e
! TR b 4 / | KETERANGAN
’ . AN 3 // e - / | | Sistem selvikohr dapat berupa " TIT] de PR
o ] | h ? Sistem stlvikular dapat berapa TRT] dan
f X | FHPE. dan pengelolsan HCVE
ﬁ\ | | 3 Sistem silvikular TP dengan HOCVI
! L" j | I Sistem silvikultur THPB dengan HCVY
I e i) 5 Restorasi hutan produks: dan THPB
! t Iesti WILANn prox | '
l / pengclolaan HO VI
\ " : Restor: wtan produks m pengelob
TR / VI
s Restorast hutan produkse dan 1K
\ =R / VHOVI
= f (4 man prod peng
BN
Pengelolaan HHBK dan HCVI
Sistem sithvakultar TP dan pengelalaan HHBK

STATUS HUTAN PRODUKSI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

10, Berdasarkan presentasi lima propinst: Kalbar. Riau. Kaltim. Kalteng dan

Sumut. dapat diketahui bahwa Kondisi kawasan hutan produksi saat ini dapat
dibedakan: a. Terdapat untt manajemen vang telah mendapat ijin dan b/. Idak
terdapat unit manajemen.  Kedua kondisi tersebut dapat overlap  dengan
perijinan lain maupun klaim masyarakat. Sedangkan kondisi pertama (/)
meskipun telah terdapat unit manajemen namun dapat tidak ada kegiatan di
lapangan oleh berbagai sebab. Cecal-a struktural. status kawasan hutan produksi
dapat sesuai dengan RTRWK/P atau tidak sesuai dengan RTRWIKAP. Tlal-hal
tersebut menyebabkan hutan produksi yang tidak dibebant hak tidak berarti
selalu dapat diberikan hak di atasnyva. dengan kondisi sehagai berikut:

MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN ACUAN HUKUM
(TGHK, PADU-SERASI, RTRWP, RTRWK) i

MASIH TERDAPAT KLAIM
PIHAK SATU TERHADAP

PIHAK LAINNY A

TiDAK | Ya

A. IUPHHK baru = tidak lumpang

TIDAK lindih hak dan yin sah lam serta
lidak ada klaim pihak lain
YA C. IUPHHK baru = tidak tumpang

‘ B. IUPHHK baru = tumgang lindih
hak dan ijin yg sah fam meskipun
lidak ada klaim pinzk lain

D. IUPHHK baru = tumpang tindih

f

~J



|’ tindih hak dan ym yg sah lan hak gan |]|_riﬁsah lain serta ada
| namun ada klaim pinak lain klaim pihak lain

1. Kecuali kelompok A, penyelesaian status kawasan  hutan produksi perlu
ditetapkan mekanismeny a.

12. Mengacu dar hasil kejian di atas { point 13, 14 dan 13) terkait status kawasan
hutan produksi. kriteria alokasi penetapan. dan opsi-opsi alokasi pemanfaatan
hutan produksi maka verlu dipertajam lebih lanjut sebagai bahan asupan untuk
perbaikan kebijakan dengan pendekatan scbagai berikut :

« Kriteria-kriteria alokasi penctapan pemanfaatan hutan produksi yang
sifatnya dapat dilaksanakan oleh kapasitas Dephut akan dijadikan sebagai
bahan penctapan SK Menhut

« Kriteria-kriteria alokasi penetapan  pemanfaatan hutan produksi yang
bersitat dctil/spesifik (delineasi mikro} akan dijadikan bahan untuk
membangun panduan/pedoman detil.

TINDAK LANJUT

I3. Kriteria alokasi hutan produksi vang terumuskan pada point 08 sudah diuji-
cobakan dalam bentuk pemolaan di lima propinsi kasus.

14.Bentuk  pemolaan  yang mengacu  pada  Kriteria  alokasi  kawasan  perlu
mendapatkan kejelasan persepsi para pihak/aktor kKhususnya di lima propinsi
kasus.

15.Diskusi selanjutnya merumuskan perbaikan kebijakan alokasi hutan produksi
melalui:

« Menyusun  rumasan  Kriteria  alokasi hutan h i dalam  bentuk
peraturan  perundangan (PerMenhut dan  Guidline) dan menentukan
peraturan perundangan yang harus dicabut.

» Kejelasan persepsi para pihak serta relasi pusat - daerah

[BI818]



